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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGEAT II KEBUMEN

NOMOR:2

TAHUN 1998 SERI:D NOMOR:2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGEKAT II

PEMBENTUKAN,

KEBUMEN
NOMOR © TAHUN 1987
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN

UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN

‘Men imbang : a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Perpustaksan Umum Kabupaten/Kota-
madya Daerah Tingkat II untuk meningkat-
kan pembinaan perpustakaan secara ber-
daya guna dan berhasil guna di lingku-
ngan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kebumen dipandang perlu membentuk,
Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan
Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebu-
men ;



b. bahwa untuk melaksanakan maksud terse-
but diatas perlu dituangkan dalam Pe-
raturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
11 Kebumen.

Mengingat : 1. Undang—-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten -
. tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan mulai berlakunya

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang—undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok—pokok Pemerintahan di Daerah (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037) ;3

3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 -
tentang Perpustakaan Nasional 3

4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan -
Aparatur Negara Nomor : 18/MENPAN/1988
tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional
‘ Pustakawan 3;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28
Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/
Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Ting-
kat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Tingkat 11 ;

6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri -
dan Kepala Perpustakaan Nasional tanggal
8 februari 1993 Nomor : 4 Tahun 1993 -
Nomor 002 Tahun 1993 tentang Pedoman

Pembentukan .....+..



Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengemba-
ngan dan Pembinaan Perpustakaan di Jaja-
ran Departemen Dalam Negeri ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan
Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56
Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Perpustakaan Umum kabupa-
ten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

MEMUTUGSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISA-
51 DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat

11 Kebumen ;

b. Pemerintah ........



Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Kebumen ;

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala -
Daerah Tingkat II Kebumen ;

Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan Umum
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

Kepala Perpustakaan Umum adalah Kepala Per-
pustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen.

BAB I1I
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perpusta-
kaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat I1 Kebumen.

(1)

(2)

BAB 111
KEDUDUKAN, TUGAS POEKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Perpustakaan Umum adalah Unit Pelaksana -
Daerah yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah
di bidang Perpustakaan.

Perpustakaan Umum dipimpin oleh seorang Ke-
pala yang sehari-hari secara administratif
berada di bawah koordinasi Sekretaris
Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1
Kebumen dan secara teknis fungsional
dibina oleh Perpustakaan Nasional.

Pasal 4 ........
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Pasal 4

Perpustakaan Umum mempunyai tugas pokok melaya-
ni masyarakat umum di bidang Perpustakaan dan
informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal b

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut
pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Perpustakaan
Umum mempunyai fungsi :

a. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyim -
panan, perawatan dan penyajian bahan pusta-
ka, karya cetak serta karya rekam ;

b. penyelenggaraan kerja sama perpustakaan de -
ngan instansi lain baik di dalam maupun di
luar lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen ;

c. penyelenggaraan kerja sama dengan Perpusta -
kaan Daerah ;

d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah -
tangga.

BAB IV
ORGANIGSASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Perpustakaan Umum terdi-
ri dari :



(2)

a. Kepala Perpustakaan Umum ;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan ;
d. Kelompok Pustakawan.

Bagan Organisasi Perpustakaan Umum dimaksud
ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana
tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah
ini dan merupakan bagian yang tidak terpi-
sahkan.

Bagian Kedua
Kepala Perpustakaan Umum
Pasal 7

Kepala Perpustakaan Umum memimpin pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, agar ber-
daya guna dan berhasil guna

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
FPasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas me -
laksanakan urusan tata usaha dan rumah
tangga.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Perpustakaan Umum.

Bagian Keempat
Seksi Akuisisi dan Pengolahan

Pasal 9 ....c..0:06
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Pasal 9

(1) Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tu-
gas melakukan pengadaan dan pengolahan
bahan pustaka.

(2) Seksi Akuisisi dan Pengolahan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksana-
kan tugasnya berada di bawah dan bertang-
gung jawab kepada Kepala Perpustakaan Umum.

Bagian Kelima
Kelompok Pustakawan
Pasal 10

Kelompok Pustakawan mempunyai tugas melakukan
pelayanan bahan pustaka dan informasi serta
melakukan pemasyarakatan perpustakaan dan
pengembangan profesi.

Pasal 11

(1) Di samping Kelompok Jabatan Fungsional Pus-
takawan dapat ditempatkan Jabatan Fungsio-
nal lain yang diatur berdasarkan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku.

{(2) Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan
Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin
oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional
senior yang ditunjuk diantara tenaga
Pustakawan.

(3) Jumlah pemangku Jabatan Fungsional Pustaka-
wan dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana

dimaksud ........



dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional Pusta-
kawan dan Jabatan Fungsional lain sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
diatur berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan
Umum, Kepala Sub Bagian Kepala Seksi, Kelompok
Pustakawan dan Kelompok Jabatan Fungsional lain
wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan
horisontal dalam lingkungan Perpustakaan Umum
dan instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib
mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam -
lingkungan Perpustakaan Umum bertanggung



jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawa-
hannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib me-
ngikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan
bertanggung Jjawab kepada Kepala Perpusta-
kaan Umum serta menyiapkan dan menyampai-
kan laporan berkala tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima dari satuan -
organisasi bawahannya waJjib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan
laporan Kepala FPerpustakaan Umum.

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi,
Kelompok Pustakawan dan Kelompok Jabatan
Fungsional lain menyampaikan laporan kepada
Kepala Perpustakaan Umum.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melak-
sanakan tugasnya dibantu oleh satuan kerja
bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbi-
ngan kepada masing-masing mengadakan rapat
berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17 ..... .4
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Pasal 17

Jenjang Jjabatan dan kepangkatan serta susunan
kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan
peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan
Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati
Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksa-
naannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada -
tanggal diundangkan.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka
ketentuan-ketentuan yang bertentangan de-
ngan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak
berlaku.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat I1 Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Nopember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 KEBUMEN TINGEAT II KEBUMEN

Ketua,
t.t.d t.t.d
SIDI ADIANTO H. AMIN SOEDIBYO



Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 11
Pebruari 1998 Nomor : 188.3/47/1908.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1998 Nomor 2
Seri D Nomor 2 pada tanggal 9 Maret 1998.

SEUEARTARIS WILAYAH/DAERAH

PTPEMBINA
NIP. 010 041 674
Assisten Admnistrasi



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR @ TAHUN 1997
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN

UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM.

IX.

Bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organi-
sasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan dalam
rangka meningkatkan pembinaan perpustakaan secara
berdaya guna dan berhasil guna di lingkungan Peme-
rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, maka
dipandang perlu untuk mengatur/membentuk Organisasi
dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 19 :  Cukup Jjelas
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LAMPIRAK : PERATURAN DAERAH EABUPATER
DAERAH TINGEAT II KEBUMEN
HOMOR O TAHUN 1997 TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERPUSTAEAAN -
UMOM KABUPATEN DAERAH TING-

EAT IT KEBUMEN.

BAGAN ORGANISASI PERPUSTAKAAN UMUM
UABUPATEN DAERAH TINGEAT II KEBUMEN

EEPALA
SUB BAGIAN
TATA USAHA
i
SEESI
ARUISISI DAN
PENGOLAHAN
EELOMPOK
PUSTARAWAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI EEPALA DAERAH TINGEAT II
KABUPATEN DAERAH TINGEAT I1 EEBUMER EEBUMEHN
etua,
t.t.d t.t.d

SID1 ADIARTO B. AMIR SOEDIBYO



